
'IL HAT 
R IN AT ,,I A !!:LAT.AN 

PER TUR N BUPATI LAHAT 
NOMOR 7 TAHUN 2020 r./ 

TENTANO 

PE ELE GO NB NTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERJ SIPIL 
DAN C LON PEGAWAI NEGERI SlPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ./ 

BUPATI LAHAT, 

Menimbang a . bahwa dalam rangka meningkatkan rasa a.man dan nyaman bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya yang kadang dapat 
menimbulkan permasalahan hukum, perlu diberikan layanan 
bantuan hukum secara profesional dan proposional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahunl 959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6037); 
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7. Peraturan M nt ri Dalrun N ri Nomor 12 Tahun 2014 
P doman P n ngan n rkara di Lingkungnn I< •m nt rlan am 
N g ri dan P m rint h r h ( rf N ga_r R publJk fn on, la 
Tahun 2014 Nomor 214); 

M !- MU1'U 1(1\N : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATf TENTAN P~NY .,L,LCN 
HUKUM BA I PEG AWAI N , ◄ RI Sf Pfl, AN 
NEGERI SlPJL. v 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

ARAAN ANTUAN 
A N PE AWAf 

Dalam P raturan Bupati ini yang dimaksud d ngan : 
1. Pem rintah Kabupatcn adalah P m rintah Kabupat n Labat. 
2. Bupati adalah Bupati Labat. 
3. Bantuan Hukum adalah s buah jasa hukum yang <lib rikan oleh 

p mb ri bantuan hukum cara cuma-cuma kepada p n rima 
bantuan hukum. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat 
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan. 

5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lahat. 

6 . Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau lembaga 
bantuan hukum yang di.tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten La.hat 
untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan 
hukum berdasarkan surat kuasa khusus. 

7. Penerima Bantuan Hukum adalab Pegawai Negeri Sipil dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lahat. .,,. 

8 . Asas keadilan adalab asas yang menempatkan hak dan kewajiban 
penerima bantuan hukum. 

9. Asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum adalah 
asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum . 

10. Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang melekat setiap 
penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai 
kesalahannya dibuktikan dalam persidangan. 

11. Asas transparansi adalah asas yang memberikan kepada 
penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara 
benar, jujur dan bertanggungjawab. 

BAB II 
RUANO LINOKUP 

Pasal 2 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Peraturan 
Bupati ini, meliputi : 
a . pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan naslhat 

hukum; 
b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili , membela dan/atau 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima 
bantuan hukum dalam menghadapi perkara pada peradilan 
tingkat pertama; dan. 

c. penyuluhan hukum kepada PNS dan CPNS di masing-masing 
instansi. 

V 
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Pasal 3 
P nyel nggaraan Bantuan Hukum dib rikan k pada PNS d · n CPN. 
Pem Tintah I abupat n d ngan krit rJa s bagai b •ril<u : 
a. p rkara ang b rhubungan d ngan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi PNS dan CPNS dalam p rkara pidana dan p •rda.ta; / 
b. tidak b rkait n d ngan p rkara. pidan khu us s p rti korupai, 

t rorism natl otika, psikotropika, do.n z t dlkllf lalnnya. 

Pasal 4 
Bantuan Hukum kepada PNS clan CPNS dis l nggarakan 
b rdasarkan : 
b. a as keadilan; 
c. asas persamaan hak; 
d. asas prad uga tidak bersalah; dan 
e. asas transparansi. 

BAB III 
PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

Pasal 5 
(1) PNS dan CPNS yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala 
Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum. ✓ 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, 
umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas 
(sinopsis) perkara hukum yang dihadapi. 

(3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan melampirkan : 
a . surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan 
b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi. 

(4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan 
diterima, Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan 
Hukum dimaksud. 

BAB IV 
PROSES PEMBERIAN BANTU AN HUKUM 

Pasal 6 
(1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi 

bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan 
bantuan hukum. 

(2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi 
penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus. 

(3) Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab mendampingi 
penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan 
tingkat pertama. 

Pasal 7 
(1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum berkedudukan di 

Bagian Hukum. 

(2) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 
a . menerima permohonan pendampingan bantuan hukum; 
b . menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan 

hukum; 
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c. m Ink Rll lmn k tdlnnsl cl 1ngnr, In tnmd t rknlt m n rial 
p Ink nnnn11 lm11tuon hul<um; d1u, 

cl . m lnl nnl an p nga\ ll n don p ng •nclnllan daJam 
I nd mpingnn dnn bunlLtnn hul<um. 

8 V 
81 PENYEL N R/\/\N BANTU/\N J JUI UM 

P al 8 
(t ) P m rintah I tlbupal n m nga.nggarl<an biay p ny 1 •nggaraan 

b ntuan hul um b gi PNS daJam b ntuk biayajasa advokasl. 

(2) B sarn a bi a j advol asl p nclampingan dan bantuan 
hul·um ang djb rikan untuk etiap p rl<ara dis suaikan dengan 
kemampuan anggaran P merintah Kabupaten. 

(3) Bia a jasa advoka i p ndampingan dan bantuan hukum yang 
dianggarl an sudah termasuk Pajak PenghasiJan (PPh) 
ebagaimana diatur daJam peraturan p rundang-undangan yang 

menjadi beban pemb ri bantuan hukum. 

(4) Bia a jasa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup: 
a. biaya transportasi; 
b. biaya akomodasi dan konsumsi; 
c. biaya materai; 
d. biaya fotokopi; 
e. biaya sita; 
f. biaya eksekusi; 
g. biaya komunikasi; dan 
h. biaya-biaya lain; 
yang timbul dalam setiap menjalankan tugas pendampingan dan 
bantuan hukum. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lahat. 

Ditetapkan di La.hat 
pada tanggal ~ ~ :i-t)Jf) 

Diundangkan di Lahat 
pada tanggal ?-0 /J-!v( ....... ~.J- J-O 2-c> 

TARI AERAH KABUPATEN LAHAT, 

AERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR g 

Dipindai dengan CamScanner 


